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PERATURAN K EJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM, BANTUAN HUKUM,
PERTIMBANGAN HUKUM, TINDAKAN HUKUM LAIN, DAN PELAYANAN

HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimb ang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan
wewenang, tugas, dan fun gsi Kejaksaan Republik
Indonesia di bidang perdata dan tata usaha negara, perlu
disusun pedoman pelaksanaan bagi Jaksa Pengacara
Negara dalam melaksanakan penegakan hukum,
bantu an hukum, pertimbangan hukum, tindakan
hukum lain, dan pelayanan hukum di bidan g perdata
dan tata usaha negara secara lebih komprehensif dengan
memperhatikan kebutuhan organisasi dan
perkembangan hukum masyarakat;

b. bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor PER
025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pe rtimbangan
Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum
di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dinilai sudah

tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan
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Mengingat

Menetapkan

perkembangan hukum masyarakat, sehingga perlu

diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan seb agaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Pelaksanaan
Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan
Hukum, Tindakan Hukum Lain d an Pelayanan Hukum di

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

1. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 01);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Ta ta Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomo r 38
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Ind onesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER  -006/A/JA/07/2017

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia seba gaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa
Agung Nomor PER -006/A/JA/07/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
(Berita Negara Republik | ndonesia Tahun 2021 Nomor
443);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEJ AKSAAN TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM, BANTUAN HUKUM,
PERTIMBANGAN HUKUM, TINDAKAN HUKUM LAIN, DAN
PELAYANAN HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA.
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Pasal 1

(1) Pedoman pelaksanaan penegakan hukum, bantuan
hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain,
dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha
negara memuat:

pendahuluan;

asas;

penegakan hukum;

bantuan hukum;

pertimbangan hukum;

-~ ® a 0 T p

tindakan hukum lain;

pelayanan hukum;

= Q@

pembiayaan;
I pelaporan; dan
J- penutup.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 2
Pada saat Peraturan Kejaksa an ini mulai berlaku, terhadap
penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum,
tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang
perdata dan tata usaha negara yang masih berlangsung
sebelum Peraturan Kejaksaan ini diundangkan, dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER -
025/A/JA/11/20 15 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum,
Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang

Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 3
Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku, Peraturan
Jaksa Agung Nomor PER -025/A/JA/11/2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,
Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan

Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita
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Negara Republik Indones ia Tahun 2015 Nomor 1727), dicabut

dan dinyatak an tidak berlaku.
Pasal 4
Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan

penempatannya dalam Berita =~ Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di  Jakarta

pada tanggal 7 Desember 2021

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO
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LAMPIRAN

PERATURAN KEJAKSAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM,
BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM,
TINDAKAN HUKUM LAIN, DAN PELAYANAN
HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA

PEDOMAN PELAKSANAAN
PENEGAKAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM,
TINDAKAN HUKUM LAIN, DAN PELAYANAN HUKUM
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran Kejaksaan Republik
Indonesia di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia,
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung
Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Pedoman
Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum,
Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata
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Usaha Negara yang lebih profesional dan berkualitas, serta sekaligus
memberikan perlindungan bagi kepentingan institusi maupun Jaksa
Pengacara Negara.

Pedoman pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,
Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/A/JA/11/2015 sudah tidak
sesuai lagi dengan kebutuhan kualitas pelayanan dan perlindungan Jaksa
Pengacara Negara, oleh karenanya perlu menetapkan Peraturan
Kejaksaan tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan
Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan
Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Pedoman ini merupakan acuan bagi institusi maupun Jaksa
Pengacara Negara dalam pelaksanaan fungsi Penegakan Hukum,
Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan
Pelayanan Hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

2. Tujuan
Pedoman ini bertujuan untuk mewujudkan standar kualitas layanan
dalam rangka meningkatkan profesionalisme, dan perlindungan bagi
institusi maupun Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan fungsi
Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum,
Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang perdata dan
tata usaha negara.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman ini meliputi pendahuluan, asas, Penegakan
Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain,
Pelayanan Hukum, pembiayaan, pelaporan, dan penutup.

D. Pengertian Umum
Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:
1. Negara atau Pemerintah adalah lembaga negara, badan negara,
lembaga pemerintah pusat, lembaga pemerintah daerah, instansi
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pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, dan Badan Hukum Lain.

Badan Hukum Lain adalah badan hukum yang di dalamnya Negara
atau Pemerintah mempunyai kepentingan hukum di bidang perdata
dan tata usaha negara, antara lain badan layanan umum, badan
layanan umum daerah, anak perusahaan badan usaha milik negara,
anak perusahaan badan usaha milik daerah, perusahaan patungan,
konsorsium dengan badan usaha milik negara, konsorsium dengan
badan usaha milik daerah, konsorsium dengan anak perusahaan
badan usaha milik negara, atau konsorsium dengan anak
perusahaan badan usaha milik daerah.

Kepentingan Hukum Perdata dari Negara atau Pemerintah adalah
kepentingan yang berkaitan dengan penyelamatan, pemulihan dan
perlindungan Keuangan/Kekayaan Negara sebagaimana yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

Kepentingan Hukum Tata Usaha Negara dari Negara atau Pemerintah
adalah kepentingan yang berkaitan dengan penegakan kewibawaan
pemerintah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa
Khusus melakukan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum
dan/atau berdasarkan surat perintah melakukan Pertimbangan
Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang
perdata dan tata usaha negara.

Surat Kuasa Khusus adalah surat yang berisi pemberian kuasa
kepada pihak lain yang menerimanya guna melaksanakan
kepentingan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Surat Kuasa Substitusi adalah surat yang berisi pengalihan
pemberian kuasa dari penerima Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa
Pengacara Negara untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana
tercantum dalam Surat Kuasa Khusus.

Penegakan Hukum adalah tindakan Jaksa Pengacara Negara untuk
mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang
perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban
hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara atau
Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Bantuan Hukum adalah layanan di bidang perdata oleh Jaksa
Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak
sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara
Nonlitigasi dan/atau  Litigasi sebagai Penggugat/Penggugat
Intervensi/Pemohon /Pelawan/Pembantah atau Tergugat/Tergugat
Intervensi/Termohon/Terlawan/ Terbantah, serta layanan di bidang
tata usaha negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau
Pemerintah  berdasarkan  Surat Kuasa  Khusus  sebagai
Tergugat/Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai kuasa
pemerintah dalam perkara Pembubaran Partai Politik pada
Mahkamah Konstitusi, kuasa pemerintah atau pihak terkait dalam
perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, kuasa
dalam perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah
Undang-Undang di Mahkamah Agung, kuasa Termohon dalam
sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan Sengketa
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) di Mahkamah
Konstitusi.

Nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan
yang dilakukan dengan Arbitrase dan negosiasi.

Litigasi adalah penyelesaian sengketa hukum perdata dan/atau tata
usaha negara melalui peradilan, baik di Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan/atau di
Mahkamah Konstitusi.

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan
umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase Ad Hoc adalah lembaga/badan/forum Arbitrase sebagai
sarana penyelesaian sengketa yang sifatnya tidak permanen.
Arbitrase Institusional adalah lembaga atau badan Arbitrase sebagai
sarana penyelesaian sengketa yang bersifat permanen.

Pengujian Undang-Undang adalah pengujian yang dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi meliputi pengujian formal untuk menilai
proses pembentukan undang-undang atau peraturan pemerintah
pengganti undang-undang dan/atau pengujian materiel terhadap
materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang



16.

17.

18.

19.

20.

21.

atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang
adalah pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung meliputi
pengujian formil untuk menilai proses pembentukan peraturan di
bawah undang-undang dan/atau pengujian materiel terhadap
muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat PHPU
adalah perselisihan antara Komisi Pemlihan Umum dengan peserta
pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan
umum.

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya
disingkat PHPKADA adalah perselisihan antara Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum
Kota, Komisi Indenpenden Pemilihan Kota, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten, Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten, dengan
peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pembubaran Partai Polittkk adalah pembubaran yang dilakukan
Mahkamah Konstitusi terhadap partai politik yang ideologi, asas,
tujuan, atau program partai politik bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan/atau
kegiatan partai politik atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pertimbangan Hukum adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa
Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk
Pendapat Hukum (Legal Opinion atau LO) dan/atau Pendampingan
Hukum (Legal Assistance atau LA) di bidang perdata dan tata usaha
negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di bidang perdata.
Pendapat Hukum (Legal Opinion atau LO) adalah layanan yang
diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk tertulis sesuai
dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum dalam
ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara,
yang dibuat atas permintaan atau tanpa permintaan dan untuk
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23.

24.

25.

26.

27.
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kepentingan Negara atau Pemerintah atas permasalahan hukum
konkret yang sedang atau akan dihadapi.

Pendampingan Hukum (Legal Assistance atau LA) adalah layanan
vang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa Konsultasi
Hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum
administrasi negara, secara berkelanjutan atas suatu kegiatan
tertentu dalam rangka memitigasi risiko hukum, tata kelola
(governance), Penyelamatan Keuangan atau Kekayaan Negara,
Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara, pembentukan
peraturan, keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan
pemerintahan.

Audit Hukum (Legal Audit) adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa
Pengacara Negara berupa pemeriksaan dokumen secara menyeluruh
dan seksama terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Negara
dan Pemerintah melalui analisis dan penilaian kepatuhan dari aspek
hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, termasuk tata
kelola (governance] dan/atau kelayakan keputusan tata usaha
negara.

Tindakan Hukum Lain adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa
Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,
Pelayanan Hukum, dan Pertimbangan Hukum dalam rangka
menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara
serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk
bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal
terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah,
atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara
atau Pemerintah.

Fasilitasi adalah cara penyelesaian permasalahan bidang perdata
antar Negara atau Pemerintah dengan memfasilitasi pertemuan para
pihak tanpa terlalu jauh masuk dalam materi permasalahan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan (musyawarah) untuk mengidentifikasi permasalahan
dan mendorong tercapainya kesepakatan yang dibuat para pihak
sendiri.

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan (musyawarah) untuk mengindentifikasikan masalah,
menciptakan pilihan-pilihan, memberikan pertimbangan pilihan
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29.

30.

31.

32.
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penyelesaian serta memberikan masukan, konsep, atau proposal
perjanjian penyelesaian sengketa.

Pelayanan Hukum adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa
Pengacara Negara secara tertulis, lisan, maupun melalui sistem
elektronik kepada masyarakat, terkait masalah perdata dan tata
usaha negara dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi
yang tidak terkait konflik kepentingan dengan Negara atau
Pemerintah.

Penyelamatan Keuangan atau Kekayaan Negara adalah hasil dari
kegiatan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan/atau
Tindakan Hukum Lain di bidang perdata yang diberikan kepada
Negara atau Pemerintah dalam rangka melindungi keuangan atau
kekayaan negara dari permasalahan hukum atau potensi klaim,
tuntutan atau gugatan dari pihak lain.

Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara adalah hasil dari
kegiatan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan
Hukum, dan/atau Tindakan Hukum Lain di bidang perdata yang
diberikan kepada Negara atau Pemerintah dalam rangka
mengembalikan keuangan atau kekayaan negara.

Penegakan Kewibawaan Negara atau Pemerintah adalah citra dan
persepsi publik yang dihasilkan dari Bantuan Hukum di bidang tata
usaha negara dalam hal menghadapi gugatan penerbitan dan/atau
dibatalkannya keputusan tata wusaha negara atau tindakan
pemerintahan, penanganan Pembubaran Partai Politik, penanganan
Pengujian Undang-Undang atau penanganan Pengujian Peraturan
Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang, penanganan
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Perselisihan Hasil Pemilihan
Kepala Daerah, serta memberikan Pertimbangan Hukum kepada
Negara atau Pemerintah.

Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting
adalah permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan
pelepasan dan perolehan hak, Penegakan Hukum, pelaksanaan
wewenang dan tugas yang menarik perhatian masyarakat,
sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang
ditentukan oleh pimpinan secara khusus sebagai permasalahan
hukum perdata dan tata usaha negara penting.

2021, No.1364
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33. Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Kompleks
adalah permasalahan dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau
hukum administrasi negara yang memiliki cakupan skala yang besar
dan penyelesaiannya membutuhkan analisis yang mendalam.

34. Konsultasi Hukum adalah pemberian pendapat, saran, atau
pertimbangan dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum
administrasi negara yang dilakukan dalam bentuk lisan, tertulis
dalam bentuk nota pendapat, atau melalui sistem elektronik.

BAB II
ASAS

Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum,

Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang perdata dan tata
usaha negara dilakukan untuk:

a. Kepentingan Hukum Perdata dari Negara atau Pemerintah;

b. Kepentingan Hukum Tata Usaha Negara dari Negara atau Pemerintah;

dan/atau

c. masyarakat;
berdasarkan asas:

) B8

Profesional

Prosedur dan tata cara pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,
Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di
bidang perdata dan tata usaha negara dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
standar operasional prosedur bidang perdata dan tata usaha negara.
Berkualitas

Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum,
Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang perdata dan tata
usaha negara terhadap masing-masing permasalahan dilaksanakan dan
diselesaikan secara berkualitas.

Akuntabel

Hasil pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara
teknis administratif maupun teknis yuridis serta tidak menimbulkan
benturan kepentingan (conflict of interesf) dengan penanganan perkara
pidana yang sedang berlangsung atau terdapat indikasi kuat penanganan
perkara pidana dikemudian hari.
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Kerahasiaan

Dalam pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan
Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di bidang perdata dan tata usaha
negara Jaksa Pengacara Negara terikat pada asas menjaga kerahasiaan
pemochon, yaitu Jaksa Pengacara Negara dilarang memberikan data yang
diberikan oleh pemohon dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pihak
lain.

BAB III
PENEGAKAN HUKUM

Ketentuan Umum
1. Wewenang Jaksa Pengacara Negara

Jaksa Pengacara Negara melakukan Penegakan Hukum melalui

gugatan atau permohonan ke pengadilan atau tindakan tertentu

lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
antara lain:

a. Dalam penanganan keperdataan atas pemulihan dan
pengembalian kerugian negara terkait dengan perkara tindak
pidana, termasuk:

1) perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan
penyidikannya, karena tidak cukup bukti sedangkan secara
nyata telah ada kerugian keuangan negara;

2) perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan
penyidikannya karena tersangka meninggal dunia
sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan
negara;

3) perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan
penuntutannya karena terdakwa meninggal dunia
sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan
negara;

4) perkara tindak pidana korupsi yang dinyatakan ontslag van
rechtsvervolging, namun terdapat kerugian keuangan
negara yang harus dipulihkan;

5) perkara tindak pidana korupsi yang tidak berhasil
memulihkan seluruh kerugian keuangan negara;
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6)

7)

8)
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gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli waris
terpidana perkara tindak pidana korupsi atas harta
kekayaannya yang diduga hasil tindak pidana korupsi dan
belum dilakukan perampasan setelah terdapat putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

penanganan tuntutan keperdataan danj/atau penyelesaian
atas kewajiban Pembayaran Uang Pengganti (PUP);

perkara tindak pidana selain tindak pidana korupsi,
termasuk tindak pidana di bidang perpajakan, cukai, atau
perbankan, yang tidak berhasil dipulihkan seluruh

kerugian keuangan negara.

Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan

pertanggungjawaban  keperdataan terhadap orang atau

korporasi, termasuk:

1)

2)

3)

permohonan pemeriksaan dan/atau pembubaran perseroan
terbatas;

permohonan pembubaran yayasan dan pembatalan
pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pengurus
dan/atau pengawas yayasan;

permohonan pernyataan pailit terhadap debitor.

Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum
keluarga dan perkawinan, termasuk:

1)
2)

3)

4

5)

6)

permohonan pembatalan perkawinan;

permohonan agar Balai Harta Peninggalan diperintahkan
mengusut harta kekayaan serta kepentingan seseorang
yang meninggalkan tempat tinggalnya, tanpa menunjuk
seorang wakil;

permohonan agar seorang ayah atau ibu dibebaskan
kekuasaannya atau  dipulihkan dari pembebasan
kekuasaannya sebagai orang tua;

permohonan pengangkatan seseorang wali dari anak yang
belum dewasa;

permohonan pemecatan seorang wali dari anak yang belum
dewasa.

permohonan pengangkatan pengurus pengganti jika
pengurus waris meninggal dunia.
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d. Dalam penanganan Penegakan Hukum keperdataan lainnya,
termasuk:
1) mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar;
2) mengajukan gugatan penghapusan paten.

Prinsip Layanan Penegakan Hukum
Kegiatan dan hasil kegiatan Penegakan Hukum dari Jaksa Pengacara
Negara memiliki peran penting dalam Penegakan Kewibawaan Negara
atau Pemerintah dan kepentingan hukum yang memiliki implikasi
publik yang luas bagi tujuan Penegakan Hukum, yaitu keadilan,
kepastian hukum sekaligus kemanfaatan bagi masyarakat. Layanan
Penegakan Hukum perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai
berikut:
a. Profesional
Jaksa Pengacara Negara menjalankan kegiatan sesuai dengan
kewenangan yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan standar prosedur operasional bidang
perdata dan tata usaha negara.
b. Optimal Berkualitas
Jaksa Pengacara Negara harus mempunyai kompetensi terkait
hukum perdata materiel dan formal yang diperlukan untuk
penanganan perkara. Jika dipandang periu dapat didukung
supervisi dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara dan mempertimbangkan hasil kegiatan Penegakan
Hukum yang pernah dibuat mengenai masalah yang sama.
c. Berintegritas
Jaksa Pengacara Negara menghindari benturan kepentingan
serta segala bentuk pelanggaran hukum dan etika dalam
pelaksanaan kegiatan Penegakan Hukum.
Pengendalian dan Koordinasi
Dalam melaksanakan Penegakan Hukum, Jaksa Pengacara Negara
dalam merumuskan dasar diajukannya gugatan atau permohonan
melakukan koordinasi dengan bidang terkait guna mendukung
pembuktian dalil gugatan atau permohonan dan keberhasilan

sasaran kegiatan.
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Dalam Penanganan Keperdataan atas Pemulihan dan
Pengembalian Kerugian Negara Terkait dengan Perkara Tindak
Pidana

1)

2)

3)

4

5)

6)

7)

Koordinasi dengan bidang teknis dan/atau instansi terkait
yang menangani perkara pidana, guna kelengkapan dalil
gugatan dan persiapan pembuktian.

Koordinasi dengan bidang intelijen, pusat pemulihan aset
(PPA), bidang teknis, dan/atau instansi terkait lainnya
untuk kemungkinan dilakukan pelacakan aset, terutama
aset barang tetap dan barang bergerak untuk memastikan
domisili dan aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana,
termasuk kemungkinan adanya aset pelaku yang
diatasnamakan pihak lain.

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan
angka 2) berikut pelaksanaan kegiatannya dilakukan dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Penyusunan  gugatan  berikut persiapan rencana
pembuktian dilaksanakan setelah koordinasi sebagaimana
dimaksud dalam angka 3) dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari.

Rencana Penegakan Hukum berikut konsep gugatan
dilaporkan kepala satuan kerja pelaksana kepada kepala
satuan kerja setingkat di atasnva, dalam bentuk surat
tertulis bersifat rahasia, dan pelaksanaannya dalam waktu
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam angka 4).

Dalam hal tidak terdapat koreksi dan masukan dari kepala
satuan kerja setingkat di atasnya, dan tidak terdapat
jawaban tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari setelah tanggal surat laporan sebagaimana dimaksud
dalam angka 5), gugatan didaftarkan di pengadilan negeri
sesuai daerah hukum domisili tergugat.

Dalam hal daerah hukum domisili tergugat berada di luar
wilayah kerja satuan kerja Kejaksaan Negeri dan/atau
Kejaksaan Tinggi yang menangani perkara tindak pidana,
penanganan gugatan dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara



17 2021, No.1364

Negara Kejaksaan Negeri sesuai daerah hukum domisili

tergugat.

8) Penanganan gugatan sebagaimana dimaksud dalam angka
7) dilakukan berdasarkan surat kuasa dari Kejaksaan
Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi tempat dimana perkara
tindak pidana ditangani.

9) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam
angka 7) dilakukan dengan koordinasi dan dukungan
bahan pembuktian dari Jaksa Pengacara Negara pada
Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi pemberi
kuasa.

10) Administrasi dan register Penegakan Hukum dilaksanakan
oleh:

a) Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi tempat
dimana perkara tindak pidana ditangani selaku
pemberi kuasa; dan

b) Kejaksaan Negeri tempat daerah hukum domisili
tergugat selaku penerima kuasa.

Dalam Penanganan Keperdataan Berkaitan dengan

Pertanggungjawaban Keperdataan Terhadap Korporasi.

1) Koordinasi dengan bidang teknis dan/atau instansi terkait
yang diperlukan termasuk yang berwenang melakukan
pencatatan korporasi dan/atau mengelola data pelanggaran
korporasi, guna kelengkapan dalil gugatan atau
permohonan dan persiapan pembuktian.

2) Koordinasi dengan bidang intelijen, pusat pemulihan aset
(PPA), bidang teknis, dan/atau instansi terkait lainnya
untuk kemungkinan dilakukan pelacakan aset, terutama
aset barang tetap dan barang bergerak, untuk memastikan
domisili dan aset yang dimiliki oleh korporasi dan para
pemegang saham.

3) Koordinasi dengan bidang teknis, instansi dan/atau pihak
terkait yang berwenang untuk melakukan pengurusan
terhadap korporasi yang akan dimohonkan pembubaran
dan/atau pailit.

4) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka
2), dan angka 3) berikut pelaksanaan kegiatannya
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6)

7)

8)

9)

10)
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dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh)
hari.

Penyusunan gugatan atau permohonan berikut persiapan
rencana pembuktian dilaksanakan setelah koordinasi
sebagaimana dimaksud dalam angka 4), dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Rencana penegakan hukum berikut konsep gugatan atau
permohonan dilaporkan kepala satuan kerja pelaksana
kepada kepala satuan kerja setingkat di atasnya, dalam
bentuk surat tertulis bersifat rahasia, dan pelaksanaannya
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 5).
Dalam hal tidak terdapat koreksi dan masukan dari kepala
satuan kerja setingkat di atasnya dan tidak terdapat
jawaban tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga) puluh
hari setelah tanggal surat laporan sebagaimana dimaksud
dalam angka 6), gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri
sesuai daerah hukum domisili tergugat atau termohon.
Dalam hal daerah hukum domisili tergugat atau termohon
berada di luar wilayah kerja satuan kerja Kejaksaan Negeri
dan/atau Kejaksaan Tinggi yang berinisiasi mengajukan
gugatan atau permohonan, penanganan gugatan atau
permohonan dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara
Kejaksaan Negeri sesuai daerah hukum domisili tergugat
atau termohon.

Penanganan gugatan atau permohonan sebagaimana
dimaksud dalam angka 8), penyusunan gugatan atau
permohonan berikut persiapan rencana pembuktian
dilaksanakan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri
tempat daerah hukum domisili tergugat atau termohon
berdasarkan surat kuasa dari Kejaksaan Negeri dan/atau
Kejaksaan Tinggi yang berinisiasi mengajukan gugatan atau
permohonan.

Penanganan gugatan atau permohonan sebagaimana
dimaksud dalam angka 8) dilakukan dengan koordinasi dan
dukungan bahan pembuktian dari Jaksa Pengacara Negara
pada Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi yang
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